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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
 Rencana dan pengganggaran program merupakan cara untuk mendukung 
arah kebijakan yang telah ditetapkan. DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat dalam 
mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk 
program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai 
dalam RPJM adalah Program Pelayanan Administrasi Kependudukan, Program 
Penyusunan Profil Kependudukan, Program Peningkatan Pengendalian Penduduk, 
Program Peningkatan Kualitas Reproduksi. Selanjutnya penyusunan 
program/kegiatan pada DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat mempedomani 
program/kegiatan pemerintah pusat, sehingga tidak ada program/kegiatan bidang 
kepegawaian yang harus diusulkan masyarakat 
 Dalam proses penganggaran program dan kegiatan Dinas Pengendalian 
Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatn Sipil pada tahun 2017/2018 masih 
berorientasi pada anggran berbasis kinerja. Langkah-langkah yang dilakukan 
dalam menyusun anggran dapat dilakukan dengan cara, yaitu :  
Langkah pertama dalam penyusunan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, 
KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mengumpulkan usulan kegiatan 
berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun anggaran yang lalu, usulan kegiatan 
dikumpulkan dari masing-masing bagian, yang kemudian dimusyawarahkan 
dalam Musrenbang SKPD adalah Rencana  
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Kerja  yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran Rencana Kerja 
SKPD disahkan oleh peraturan kepala SKPD. Dengan berpedoman pada Rencana 
Kerja SKPD, maka disusunlah Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD). 
Rencana Kerja Anggaran yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan 
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Kemudian Rencana Kerja 
Anggaran SKPD yang telah sampai kepada PPKD dibahas lebih lanjut oleh Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lalu disahkan menjadi Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). 
 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
melakukan penganggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp. 14.262.240.077,00  
dimana anggran yang digunakan untuk program dan kegiatan pada Dinas 
Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 11 
program dan 66 kegiatan. Dana tersebut juga sudah termasuk kepada belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal lainnya. 
 
5.2 Saran 
Dalam mencapai keberhasilan dari semua program diperlukan suatu kerja  
keras dan kesadaran yang tinggi dari masing-masing aparatur, dalam pelaksaaan 
kegiatan juga memerlukan dukungan dari semua unsur untuk mendukung dalam 
kelancaran pengembangan dan kenyamanan dalam proses pelaksanaan program 
dan kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Dan diharapkan kepada semua aparatur dapat  memahami dengan baik apa  
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arti tanggung jawab dari tugas dan tanggung jawabnya para aparatur agar tidak 
terjadinya kesalah pahaman dari masing-masing aparatur.  
Menurut pendapat saya disarankan kepada masing-masing sub bidang dari 
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipilapabila 
dalam proses penganggarannya juga diharapkan dapat mengecek dan melaporkan 
semua kegiatannya kepada sub bagian program agar tidak menyulitkan bidang 
program untuk memasukan data atau hasil kegiatan yang telah dibuat oleh 
masing-masing bidang, karena apabila ada ada harga barang yang dianggarkan 
tidak sesuai dengan ketentuan yg telah disepakati, maka  akan mempersulit sub 
bagian program untuk mengentry data. Untuk itu disarankan bagi masing asing 
bidang meningikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan 
penyusunan anggaran program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan 
sesuai peraturans 
